PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta untuk
optimalisasi penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum lingkup Kementerian Pertanian perlu
menetapkan  Peraturan Menteri Pertanian tentang
Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Lingkup Kementerian Pertanian;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara
tertib, terpadu, dan Dberkesinambungan, serta
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas
melakukan pembinaan, pengembangan, dan
monitoring bagi anggota JDIHN.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut JDIH
Kementan adalah penyelenggara jaringan dokumentasi
dan informasi hukum di Kementerian Pertanian.
Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Biro Hukum adalah wunit kerja pada sekretariat
jenderal Kementerian yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan.

BAB II
ORGANISASI JDIH KEMENTAN

Pasal 2

JDIH Kementan berkedudukan sebagai anggota JDIHN.

(1)

(3)

Pasal 3
JDIH Kementan terdiri atas:
a. pusat JDIH Kementan; dan
b. anggota JDIH Kementan.
Biro Hukum berkedudukan sebagai Pusat JDIH
Kementan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a.
Anggota JDIH Kementan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berkedudukan pada sekretariat
direktorat jenderal, sekretariat badan, dan sekretariat
inspektorat jenderal lingkup Kementerian.

Pasal 4

Susunan keanggotaan dan tata kerja pusat JDIH Kementan
dan anggota JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



BAB III
TUGAS JDIH KEMENTAN

Bagian Kesatu
Tugas Pusat JDIH Kementan

Pasal 5

Pusat JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian,
dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum
yang diterbitkan oleh Kementerian,;

b. pembangunan dan pengembangan website JDIH
Kementan;

c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
pengelola JDIH Kementan,;

d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH
Kementan di pusat JDIH Kementan;

e. pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementan;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan
dokumen dan Informasi Hukum di Kementerian; dan

g. penyampaian laporan tahunan pelaksanaan JDIH
Kementan kepada Pusat JDIHN.

Pasal 6
Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan
pendayagunaan  dokumen dan  informasi  hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 Thuruf a
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia mengenai standar pengelolaan
dokumen dan informasi hukum.

Pasal 7
Pembangunan dan pengembangan website JDIH Kementan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5  huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan
berbasis elektronik.

Pasal 8
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
pengelola JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui pelaksanaan:
a. bimbingan teknis;
b. pelatihan; dan
c. studi banding.

Pasal 9
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan JDIH
Kementan di pusat JDIH Kementan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d meliputi penyediaan:
a. ruang operasional pusat JDIH Kementan;
b. perpustakaan koleksi dokumen dan informasi hukum;
c. secure sockets layer bagi website JDIH Kementan;



media pencadangan reguler;
jaringan internet;

komputer;

smartphone; dan

sarana lain yang diperlukan.
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Pasal 10
Pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan
memanfaatkan media informasi dan media sosial.

Pasal 11
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan
dokumen dan Informasi Hukum di Kementerian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap
pelaksanaan tugas anggota JDIH Kementan.

Pasal 12
Penyampaian laporan tahunan pelaksanaan JDIH
Kementan kepada Pusat JDIHN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf g dilakukan pada bulan Desember
melalui e-report JDIHN.

Bagian Kedua
Tugas Anggota JDIH Kementan

Pasal 13

(1) Anggota JDIH Kementan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan
Informasi Hukum yang diterbitkan eselon I sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), anggota JDIH Kementan dapat
membangun dan mengembangkan website anggota
JDIH Kementan yang terintegrasi dengan website
JDIH Kementan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pusat JDIH Kementan melakukan pemantauan dan
evaluasi pengelolaan JDIH Kementan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. hasil kegiatan pengelolaan JDIH Kementan; dan
b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH

Kementan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2):



a. dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian; dan

b. dijadikan dasar penyampaian laporan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15
Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan JDIH
Kementan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian dan/atau sumber lain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO



